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Abstract

Early marriage and stunting are two critical issues that remain major challenges in
West Nusa Tenggara Province, especially in Lombok. This study aims to explore in
greater depth the perspectives and roles of multiple sectors in responding to the rising
rates of stunting and early marriage in Lombok. This case study employs a qualitative
policy analysis using Walt and Gilson’s Policy Triangle Framework, which is a tool for
analyzing policy covering four aspects: actors, content, context, and process. The
researcher conducted in-depth semi-structured interviews with relevant stakeholders:
village and sub-district government officials and the district's DP3AKB. The research
findings indicate that the policy on the prevention of child marriage is firmly regulated
by Law No. 16 of 2019 and Law No. 35 of 2014 on child protection, as well as East
Lombok Regent Regulation No. 41 of 2020. In addition, the implementation of early
marriage prevention programs is carried out by the DP3AKB and PKPR. However,
limited public awareness, particularly the low participation rate of adolescents in
community forums remains a challenge, resulting in the suboptimal effectiveness of
early marriage prevention programs. Therefore, there is a need to strengthen cross-
sectoral collaborative strategies and to involve more adolescents in community
forums.

Keywords: multi-sectoral perspectives; responding; early marriage; occurrences;

Stunting.

Abstrak

Pernikahan dini dan stunting merupakan dua isu yang masih menjadi tantangan
krusial di Provinsi Nusa Tenggara Barat, khususnya di pulau Lombok. Penelitian ini
bertujuan untuk menggali lebih dalam perspektif dan peran multi-sektoral dalam
merespon peningkatan angka stunting dan pernikahan dini di Lombok. Studi kasus ini
menggunakan analisis kebijakan kualitatif berdasarkan Walt and Gilson’s Policy
Triangle Framework, sebuah kerangka kerja untuk menganalisis kebijakan, yang
mencakup empat aspek kebijakan, yaitu aktor, konten, konteks, dan proses. Peneliti
melakukan wawancara mendalam semi-terstruktur dengan para pihak terkait seperti
pemerintah desa, kecamatan dan DP3AKB Kabupaten. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa kebijakan pencegahan pernikahan dini merujuk pada UU yang diatur secara
tegas melalui UU No. 16 tahun 2019 dan UU No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan
anak dan Peraturan Bupati Lombok Timur No. 41 tahun 2020. Selain itu, pelaksanaan
program pencegahan pernikahan dini tetap dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) dan Program
Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) yang digulirkan oleh Kementerian
Kesehatan. Kurangnya awareness masyarakat, mindset masyarakat terhadap
pernikahan anak, dan tingkat partisipasi remaja dalam forum di masyarakat masih
belum optimal. Hal tersebut yang kemudian menjadi kendala program pencegahan
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pernikahan dini belum efektif. Perlu dilakukan penguatan strategi kolaboratif lintas
sektor dan lebih melibatkan remaja dalam forum dan pengambilan kebijakan di

masyarakat.

Kata kunci: perspektif multisektor; menikah dini; kejadian; stunting.

PENDAHULUAN

Pernikahan dini dan stunting merupakan
dua isu yang masih menjadi tantangan
krusial di Indonesia (Duana, Siregar,
Anwar, Musnadi, & Husna, 2022).
Pernikahan dini pada remaja perempuan
berisiko melahirkan generasi dengan
status gizi kurang baik dan rentan
terhadap masalah kesehatan jangka
Panjang (Pamungkas, Wd, & Nurbaety,
2021). Hasil beberapa penelitian
menunjukkan bahwa anak-anak yang lahir
dari ibu yang menikah di usia dini lebih
berpeluang mengalami stunting
dibandingkan mereka yang lahir dari ibu
menikah pada usia ideal (Pamungkas et
al., 2021; Wulandari & Kusumastuti,
2020). Hal ini tidak terlepas dari aspek
biologis, ekonomi, dan pengetahuan ibu
tentang pola asuh serta asupan gizi anak
yang masih terbatas di kelompok usia
tersebut (Bennett, 2014; Herliana, Utami,
& Kurniati, 2018). Permasalahan stunting
dan pernikahan dini tidak hanya menjadi
tanggung jawab satu sektor saja (Dewi,
Hidayati, Hidayati, & Mardiah, 2025).
Upaya untuk menurunkan angka menikah
dini memerlukan kolaborasi multi-sektoral,
melibatkan sektor kesehatan, pendidikan,
keagamaan, pemerintahan, serta
pemberdayaan masyarakat. Pemerintah
lokal, lembaga pendidikan, dinas sosial,
tokoh agama, dan organisasi masyarakat
harus bekerja sama dalam intervensi
terpadu, mulai dari penyuluhan, advokasi,
perbaikan gizi, hingga peningkatan
kesadaran hukum terkait batas minimal
usia menikah (Bennett, 2014; Herliana et
al., 2018)
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Pencegahan pernikahan usia anak dan
stunting merupakan salah satu goals
utama provinsi Nusa Tenggara Barat,
khususnya di pulau Lombok (Fitri, Khotmi,
& Kahar, 2024). Data nasional dan lokal
menunjukkan angka prevalensi stunting
yang masih tinggi, sementara kasus
pernikahan usia dini terus menjadi
fenomena sosial yang berdampak luas
bagi generasi muda (Bennett, 2014). di
Lombok Timur pada tahun 2019 tercatat
33 kasus, pada tahun 2020 menjadi 148
kasus dan pada tahun 2021 kembali
meningkat drastis menjadi 260 kasus. Di
sisi lain, stunting, yang ditandai dengan
pertumbuhan anak yang tidak optimal
akibat kekurangan gizi kronis, kerap
dikaitkan dengan berbagai faktor langsung
maupun tidak langsung—salah satunya
adalah pernikahan usia dini (Pamungkas
et al., 2021).

Pendekatan multi-sektoral dinilai efektif
untuk mengatasi penyebab pernikahan
dini  yang Dberlapis (Wulandari &
Kusumastuti, 2020). Program-program
yang melibatkan berbagai pemangku
kepentingan dapat menjangkau kelompok
rentan secara lebih komprehensif dan
berkelanjutan (Munawaroh et al., 2022).
Selain itu, adanya koordinasi lintas sektor
juga penting untuk mengurangi tumpang
tindih kebijakan dan mempercepat target
penurunan prevalensi stunting sesuai
agenda pembangunan nasional
(Munawaroh et al., 2022; Riyadh, Batara,
& Nurlinda, 2023). Dengan demikian,
penelitian ini penting dilakukan untuk
menggali lebih dalam perspektif dan peran
multi-sektoral dalam merespon
peningkatan angka  stunting dan
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pernikahan dini di Lombok. Temuan yang
dihasilkan diharapkan menjadi landasan
pengembangan strategi kebijakan dan
intervensi terpadu yang lebih tepat
sasaran dan berkelanjutan dalam upaya
meningkatkan derajat kesehatan dan
kualitas generasi muda di Lombok.

METODE

Studi ini menggunakan analisis kebijakan
kualitatif berdasarkan Walt and Gilson’s
Policy Triangle Framework, sebuah
kerangka kerja untuk menganalisis
kebijakan, yang mencakup empat aspek
kebijakan, yaitu aktor, konten, konteks,
dan proses (O'Brien, Sinnott, Walshe,
Mulcahy, & Byrne, 2020; Qudsiah et al.,
2017). Para peneliti melakukan
wawancara mendalam semi-terstruktur
dengan para pihak terkait seperti
pemerintah desa, kecamatan dan
DP3AKB Kabupaten. Studi kasus kualitatif
ini dilakukan antara Juni dan Agustus
2025 di Kecamatan Keruak dengan jumlah
pernikahan dini yang signifikan, dengan
tetap mempertimbangkan aspek etika
penelitian. Seluruh responden diberikan
penjelasan mengenai tujuan penelitian
dan hak-haknya sebagai partisipan.
Proses wawancara menggunakan
panduan wawancara yang berfokus pada
informasi mendalam tentang
program/kebijakan pencegahan
pernikahan dini, tantangan, dan peran
lintas sektoral dalam pencegahan
menikah dini. Informan dalam penelitian
ini dipilih dengan purposive sampling
berdasarkan peran dan kontribusinya
dalam pembuatan kebijakan dalam hal
pencegahan pernikahan di bawah umur.

Tabel 1. Deskripsi kerangka analisis
kebijakan oleh Walt and Gilson

Aspek Deskripsi
Kerangka
Aktor Individu, organisasi, atau
kelompok yang berperan
dalam formulasi,
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implementasi, dan
evaluasi kebijakan

Konten Memuat substansi, tujuan,
dan isi utama kebijakan itu
sendiri

Konteks  Faktor-faktor eksternal
yang mempengaruhi lahir,
implementasi, dan hasil
kebijakan,

Proses Tahapan bagaimana
suatu kebijakan
dirumuskan,

disosialisasikan,
diimplementasikan,
hingga dievaluasi

Wawancara mendalam berlangsung
sekitar satu jam untuk setiap partisipan,
direkam dan ditranskripsikan dengan izin
partisipan. Untuk pembuat kebijakan,
wawancara dilakukan sesuai dengan
lokasi pemangku kepentingan. Peneliti
melakukan wawancara sesuai dengan
tugas dan peran utama masing-masing.
Transkrip wawancara dibaca secara
terpisah  oleh dua peneliti  untuk
mengidentifikasi temuan tematik.
Jawaban partisipan ditriangulasi dengan
dokumen-dokumen yang tersedia terkait
penanggulangan di Pulau Lombok dan
Indonesia. Dokumen yang digunakan
dalam proses analisis antara lain Undang-
Undang (UU) No. 16 Tahun 2019 dan UU
No. 35 Tahun 2014, Peraturan Bupati
Kabupaten Lombok Timur tahun 2020
tentang pencegahan pernikahan usia
anak dan petunjuk teknis PKPR (Putra,
Suwitri, & Afrizal, 2025)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peneliti melakukan wawancara kepada
perwakilan sektor yang ikut terlibat dalam
mensukseskan program pencegahan
pernikahan dini. Adapun karakteristik
informan sebagai berikut:
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Tabel 2. Karakteristik informan

Informan Level Sektor
Kepala Bidang Kabupaten
Perlindungan anak
DP3AKB
Koordinator Kecamatan
Program PKPR
Puskesmas
Sekertaris Desa Desa
Kader Desa

Pemerintah desa diwakilkan oleh
sekertaris desa, kader, Puskesmas (level
kecamatan) diwakilkan oleh bidan selaku
koordinator program PKPR, dan Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB)
Lombok Timur.

Hasil Penelitian

Aktor

Di Provinsi Nusa Tenggara Barat,
khususnya di Kecamatan Keruak
kabupaten Lombok Timur, untuk saat ini
Peraturan Bupati masih menjadi satu-
satunya peraturan yang dijadikan acuan
dalam pencegahan pernikahan dini.
Pemerintah kabupaten melalui DP3AKB
berkolaborasi dengan kepala desa dan
tokoh masyarakat, dalam upaya advokasi
dan kampanye perlindungan anak,
khususnya terkait larangan pernikahan di
bawah umur. Akan tetapi belum
terbentuknya kolaborasi yang lebih
komprehensif dengan melibatkan remaja
atau anak, sekolah, dan organisasi
masyarakat. Selain itu belum
terbentuknya peraturan desa atau
kecamatan juga masih menjadi kendala
dalam memperkuat upaya mencegah
pernikahan anak di bawah umur.

Konten

Kebijakan pencegahan pernikahan dini di
Indonesia diatur secara kuat melalui
Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 yang
mengubah UU No. 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan, dengan menetapkan batas
minimal usia menikah menjadi 19 tahun
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bagi laki-laki maupun  perempuan.
Kebijakan ini bertujuan mengurangi risiko
pernikahan pada usia anak yang terbukti
meningkatkan berbagai masalah
kesehatan dan sosial, seperti stunting,
putus sekolah, dan kemiskinan lintas
generasi. Undang-Undang No. 35 Tahun
2014 tentang Perlindungan Anak juga
mewajibkan peran orang tua, masyarakat,
dan pemerintah  untuk  mencegah
perkawinan anak melalui edukasi,
pengawasan, serta pemberdayaan anak
agar hak-hak mereka terjamin secara
optimal. Dalam implementasinya,
kebijakan hukum ini sangat terkait dengan
pelaksanaan program pencegahan
pernikahan dini oleh Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak, dan
Keluarga Berencana (DP3AKB) dan
Program Pelayanan Kesehatan Peduli
Remaja (PKPR) yang digulirkan oleh
Kementerian Kesehatan di tingkat
Puskesmas dan  sekolah. PKPR
merupakan program komprehensif yang
memberikan layanan konsultasi, informasi
kesehatan reproduksi, konseling
psikososial, serta edukasi tentang dampak
negatif pernikahan dini dan pentingnya
penundaan usia perkawinan demi
tercapainya kualitas hidup remaja yang
sehat dan mandiri. Kegiatan PKPR
meliputi edukasi kelompok, pelayanan
medis dasar, konseling individual, serta
penguatan kelompok sebaya dan peran
keluarga dalam pengambilan keputusan
terkait perkawinan.

Peraturan Bupati Kabupaten Lombok
Timur Nomor 41 tahun 2020 juga
merupakan landasan hukum yang
dikeluarkan untuk mengatasi masalah
pernikahan anak khususnya di Kabupaten
Lombok Timur, meskipun
implementasinya menghadapi beberapa
tantangan seperti kesadaran hukum
masyarakat dan faktor budaya.
Perwakilan pemerintah desa di
Kecamatan Keruak  mengungkapkan
sulitnya mengontrol pernikahan usia anak
di karenakan aturan adat istiadat dan
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belum adanya kesadaran masyarakat.
Walaupun tidak diperbolehkan oleh aparat
desa akan keberlangsungan pernikahan
dini, masyarakat tetap
menyelengarakannya secara diam-diam.
Salah satu kesulitan dari pemerintah desa
selanjutnya adalah belum adanya
peraturan desa tentang pernikahan usia
anak. Belum terdapat forum anak atau
remaja di desa Senyiur kecamatan Keruak
juga menjadi gap kurangnya sosialisasi
terkait program pencegahan pernikahan
dini dan keterkaitannya dengan kasus
masalah gizi pada balita

Konteks

Angka perkawinan anak di NTB mencapai
14,96% pada tahun 2024. Angka tersebut
jauh di atas rata-rata nasional dan menjadi
persentase tertinggi di  Indonesia.
Kabupaten Lombok Timur mencatat
jumlah pernikahan dini tertinggi
dibandingkan kabupaten lain di pulau
Lombok. Lombok terkenal dengan istilah
“merariq kodeq” yang artinya menikah dini
dan sudah menjadi hal yang lumrah di
masyarakat suku Sasak. Selain itu,
berdasarkan data pemerintah daerah,
prevalensi stunting di Lombok Timur pada
tahun 2024 adalah 33%. Sedangkan
untuk keluarga resiko stunting (KRS)
mengalami penurunan, di mana pada
tahun 2024 tercatat 19,39%. Peneliti
menemukan bahwa sejak Januari sampai
Juli 2025 tercatat 14 kasus balita Stunting
dan 11 remaja telah menikah dini di Desa
Senyiur Kecamatan Keruak. Jumlah ini
menunjukkan bahwa upaya pencegahan
pernikahan dini masih menghadapi
banyak tantangan di lapangan, meskipun
berbagai program intervensi sudah
berjalan.

Proses

Pemerintah daerah melalui Peraturan
Bupati No 41 tahun 2020 telah
menetapkan langkah  solid dalam
mencegah  pernikahan usia anak.
Peraturan tersebut dibuat berdasarkan
hasil telaah fenomena masyarakat di
Lombok Timur dimana jumlah perniklahan
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usia anak terus meningkat. Selain itu,
Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan  Anak, dan Keluarga
Berencana (DP3AKB) Lombok Timur telah
memperkuat upaya edukasi, advokasi,
dan pemberdayaan masyarakat sehingga
pencegahan pernikahan dini dapat lebih
efektif dan melibatkan lebih banyak
remaja. Akan tetapi berbagai kendala
ditemui di masyarakat. Tantangan besar
yang dihadapi DP3AKB adalah mengubah
pola pikir masyarakat yang masih
memaklumi budaya menikah dini, serta
kondisi sosial seperti orang tua pekerja
migran yang meninggalkan anak di bawah
pengasuhan kakek-nenek atau keluarga
yang lain. Selain itu, dari pihak Puskesmas
salah satu upaya yang terus dilakukan
adalah pelaksanaan Program PKPR
(Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja)
oleh  Puskesmas setempat, yang
bertujuan untuk memberikan edukasi,
konseling, dan pelayanan kesehatan
reproduksi bagi remaja.

Namun demikian, efektivitas program
ini masih belum optimal karena tingkat
partisipasi remaja yang sangat rendah.
Rendahnya partisipasi remaja dalam
PKPR dapat disebabkan oleh minimnya
sosialisasi, kurangnya pemahaman akan
pentingnya layanan tersebut, atau
hambatan sosial budaya yang masih kuat
di masyarakat. Akibatnya, dampak
preventif dari PKPR terhadap pernikahan
dini menjadi kurang maksimal, sehingga
dibutuhkan strategi baru yang lebih efektif
dan partisipatif agar tujuan program
benar-benar dapat tercapai di masyarakat.
Program-program tersebut di atas
memiliki peran masing-masing dengan
program masing-masing (fragmented).
Hal tersebut juga yang menjadi kendala,
karena dalam pelaksanaan program
masih belum  terintegrasi  secara
komprehensif. Sehingga pembentukan
program lintas sektor yang terintegrasi
perlu dilakukan.
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Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa
kebijakan pencegahan pernikahan dini di
Indonesia diatur secara tegas melalui
Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 yang
mengubah UU No. 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan dengan menetapkan batas
minimal usia menikah menjadi 19 tahun
bagi laki-laki maupun  perempuan.
Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi
risiko pernikahan anak yang terbukti
meningkatkan berbagai permasalahan
kesehatan dan sosial seperti stunting
(Duana et al., 2022), putus sekolah
(Asmiati, Sumardi, Ismail, & Algadri,
2022), dan kemiskinan lintas generasi
(Asmiati et al., 2022; Kemendikbud, 2025).
Sebagai pelengkap, Undang-Undang No.
35 Tahun 2014 tentang Perlindungan
Anak mewajibkan peran serta orang tua,
masyarakat, dan pemerintah dalam
mencegah perkawinan anak melalui
edukasi, pengawasan, dan
pemberdayaan agar hak anak-anak
terlindungi secara optimal.

Kasus pernikahan di bawah umur
dengan angka kejadian stunting
menunjukkan keterikatan yang kuat
(Niswah, Apriani, & Syakurah, 2023).
Semakin tinggi angka pernikihan dni,
semakin tinggi pula prevalensi angka
kejadian stunting (Ayudha, Herowati, &
Rochmah, 2023). Hal tersebut sejalan
dengan penelitian di Jawa Barat yang
menemukan bahwa adanya korelasi yang
kuat antara pernikahan usia dini dengan
resiko kejadian stunting pada balita
(Yusnia, Astuti, & Zakiah, 2022).

Implementasi UU No. 16 Tahun 2019
dan UU No. 35 Tahun 2014 berjalan
selaras dengan pelaksanaan Program
Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja
(PKPR) yang digulirkan oleh Kementerian
Kesehatan di tingkat puskesmas dan
sekolah, serta didukung oleh Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB)
Lombok Timur. PKPR memberikan
layanan komprehensif berupa konsultasi,
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informasi kesehatan reproduksi, konseling
psikososial, hingga edukasi mengenai
dampak negatif pernikahan dini dan
pentingnya penundaan usia perkawinan
demi membentuk generasi muda yang
sehat dan mandiri (Ministry of Women's
Empowerment and Child Protection,
2023). Kegiatan PKPR meliputi edukasi
kelompok, pelayanan medis dasar,
konseling individual, serta penguatan
kelompok sebaya dan peran keluarga
dalam pengambilan keputusan terkait
perkawinan (Pujiastuti, Sriatmi, & Nandini,
2021).

Keterkaitan uu dan PKPR
memperlihatkan bahwa legalisasi batas
usia minimal menikah menciptakan
payung hukum yang tegas, sementara
PKPR bertindak sebagai wadah preventif
dan promotif di lini terdepan (Marwiyah,
Septiawan, & Devi, 2025). PKPR

berkontribusi pada pencegahan
pernikahan dini melalui peningkatan
literasi kesehatan reproduksi,

pengembangan keterampilan hidup (life
Skills) remaja, serta sosialisasi dampak
hukum dan kesehatan dari pelanggaran
batas usia perkawinan yang diatur dalam
UU 16/2019. Kolaborasi ini dapat menjadi
penggerak efektif karena PKPR tidak
hanya menyasar remaja, namun juga
melibatkan  dukungan lintas sektor
termasuk keluarga, sekolah, komunitas,
dan pemerintahan daerah (Fitri, 2025).

Dengan adanya payung hukum dan
penguatan program PKPR, diharapkan
mampu menurunkan prevalensi
pernikahan dini secara signifikan di
Indonesia, khususnya pada kelompok usia
rawan di daerah-daerah dengan angka
kejadian tinggi seperti Lombok. Sinergi ini
juga membantu menciptakan generasi
muda yang sehat dan produktif, sekaligus
mewujudkan perlindungan hak anak yang
holistik sesuai amanat Undang-Undang
No. 35 Tahun 2014 dan 16 Tahun 2019
(Marwiyah et al., 2025).

DP3AKB Lombok Timur memainkan
peran vital dalam memperkuat upaya
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edukasi, advokasi, dan pemberdayaan
masyarakat untuk mencegah pernikahan
dini secara lebih efektif dan melibatkan
lebih banyak remaja. Meskipun
menghadapi tantangan besar dalam
mengubah pola pikir masyarakat yang
masih menganggap menikah dini sebagai
hal biasa. Keterlibatan pemangku
kepentingan seperti kepala desa, tokoh
agama, lembaga pendidikan, dan
organisasi masyarakat memberikan
kontribusi signifikan dalam advokasi dan
kampanye perlindungan anak terkait
larangan pernikahan di bawah umur
(Duana et al., 2022).

Pendekatan yang kolaboratif, edukatif,
dan advokatif menjadi kunci keberhasilan
gerakan ini dalam mengubah perilaku
masyarakat, memperkuat regulasi lokal,
melibatkan remaja dalam penentuan
kebijakan yang dapat mendukung
perkembangan mereka, serta
meningkatkan perlindungan dan kualitas
sumber daya remaja agar terhindar dari
risiko pernikahan dini (Duana et al., 2022;
Fitri et al., 2024). Hal tersebut dapat
menciptakan peraturah yang lebih spesifik
dan inklusi. Integrasi antara kewenangan
hukum dalam UU, pelaksanaan program
kesehatan untuk remaja, dan peran aktif
DP3AKB sebagai motor penggerak di
daerah menunjukan sangat penting untuk
mewujudkan perlindungan yang utuh dan
berkesinambungan bagi anak-anak dan
remaja di Lombok Timur, sehingga dapat
membentuk generasi muda yang sehat.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat
disimpulkan bahwa upaya pencegahan
pernikahan dini di Lombok Timur telah
berjalan dengan dukungan regulasi
nasional yang kuat melalui penerapan
Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, UU
No. 35 Tahun 2014, dan Peraturan Bupati
Lombok Timur No. 41 tahun 2020, serta
implementasi program lintas sektor seperti

OPEN a ACCESS

PKPR di Puskesmas dan penguatan
peran DP3AKB. Akan tetapi upaya
tersebut masih belum optimal disebabkan
oleh berbagai faktor, seperti kurangnya
keterlibatan remaja dan organisasi
masyarakat dan Pendidikan dalam
pembentukan regulasi pernikahan anak
dibawah umur, tantangan sosialisasi, dan
pola pikir masyarakat.

Saran

Perlu dilakukan penguatan strategi
kolaboratif lintas sektor antara pemerintah
daerah, institusi pendidikan, tokoh agama,
keluarga, dan masyarakat agar
pencegahan pernikahan dini di Lombok
Timur efektif. Upaya ini dapat diwujudkan
dengan meningkatkan sosialisasi dan
edukasi yang berkelanjutan mengenai
dampak negatif pernikahan usia anak,
memperbanyak pelatihan serta konseling
bagi remaja melalui PKPR dan forum
anak, sekaligus memberdayakan peran
keluarga sebagai lingkungan utama
pencegahan. Selain itu, penting untuk
memperluas  cakupan implementasi
regulasi daerah yang mendukung serta
melibatkan lebih banyak remaja sebagai
agen perubahan dan pelibatan remaja
dalam pembentukan program atau
peraturan, sehingga upaya perlindungan
dan peningkatan kualitas hidup generasi
muda dapat tercapai secara menyeluruh
dan berkelanjutan.
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